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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi  Peraturan Daerah Kabupaten Empat
Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi di Desa Air Kelinsar
Kecamatan Ulu Musi secara umum telah dilaksanakan,
tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan yang ditetapkan
dalam peraturan tersebut. Berdasarkan teori George C.
Edwards Ill, kendala utama terdapat pada aspek
komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi,
sementara aspek disposisi menunjukkan komitmen yang
cukup baik dari para pelaksana kebijakan. Kondisi
tersebut menyebabkan masih terjadinya kerusakan
jaringan irigasi dan ketimpangan distribusi air, sehingga
tujuan pengelolaan irigasi yang efektif, berkelanjutan, dan

berkeadilan belum sepenuhnya tercapai.
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2. Ditinjau  dari  perspektif ~ Siyasah  Tanfidziyah,

implementasi kebijakan irigasi di Desa Air Kelinsar
belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pemerintahan
Islam. Kendala masih terlihat pada aspek keadilan dan
kemaslahatan akibat distribusi air yang belum merata.
Sementara itu, prinsip amanah dan musyawarah telah
diterapkan, meskipun belum optimal. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan keadilan, musyawarah, dan
koordinasi agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan

sesuai dengan nilai-nilai Siyasah Tanfidziyah.

Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang,
khususnya Dinas PUPR, disarankan  untuk
meningkatkan  alokasi anggaran rehabilitasi
infrastruktur irigasi yang mengalami kerusakan,
mengaktifkan kembali Komisi Irigasi Daerah sebagali
wadah koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan

secara rutin dan terjadwal disertai penyusunan
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prosedur operasional standar (SOP) yang jelas,
memperluas sosialisasi kebijakan irigasi kepada
seluruh lapisan masyarakat petani secara terstruktur
dan berkelanjutan, serta melibatkan Perkumpulan
Petani Pemakai Air (P3A) secara aktif sejak tahap
perencanaan anggaran dan penentuan prioritas
pembangunan sebagai wujud penerapan prinsip
musyawarah dan tata kelola irigasi yang lebih
transparan dan berkeadilan.

Kepada Pemerintah Desa Air Kelinsar, disarankan
untuk mengoptimalkan perannya sebagai
penjembatan antara masyarakat dan Dinas PUPR
Kabupaten melalui koordinasi rutin dan pelaporan
berkala  mengenai  kondisi  jaringan irigasi,
mengalokasikan sebagian Dana Desa secara lebih
terencana untuk mendukung pemeliharaan preventif
jaringan irigasi tersier, serta memfasilitasi forum
musyawarah desa yang secara khusus membahas

perencanaan pengelolaan irigasi setiap tahun dengan
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melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan,
termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A),
disarankan  untuk  memperkuat tata  kelola
kelembagaan, khususnya dalam hal ketertiban
administrasi keuangan dan transparansi pelaporan
iuran anggota, menerapkan sistem giliran air (rotasi)
yang jelas, disepakati bersama, dan diawasi secara
konsisten guna mewujudkan pemerataan distribusi air
antara petani  hulu dan hilir saluran, serta
mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif untuk
meningkatkan  partisipasi  anggota, khususnya
generasi petani muda, misalnya melalui pemberian
penghargaan atau insentif bagi anggota yang aktif.
Kepada masyarakat petani, disarankan untuk
meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam
kegiatan pemeliharaan saluran irigasi secara gotong
royong, tertib dalam memenuhi kewajiban iuran

keanggotaan P3A, serta menyampaikan laporan
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kerusakan infrastruktur irigasi secara cepat dan
melalui jalur yang tepat, baik kepada pengurus P3A
maupun pemerintah desa, agar penanganan dapat
dilakukan secara lebih responsif.

. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk
memperluas lokasi penelitian dan menggunakan
pendekatan kuantitatif guna memperoleh gambaran
yang lebih komprehensif mengenai implementasi
kebijakan irigasi, serta mengembangkan kajian
perbandingan antara teori implementasi kebijakan dan
konsep Siyasah Tanfidziyah dalam pengelolaan

sumber daya alam.
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